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BAB V 
PENUTUP 

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan analisis yang telah 

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur 

dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia 

Padang Gelugur mencakup lima aspek yaitu perencanaan melalui 

Musrenbang yang menghasilkan APB Nagari, sumber pendapatan yang 

sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat, pengelolaan 

dana pada empat bidang pembangunan, pencatatan menggunakan 

aplikasi Siskeudes, serta pengawasan berlapis oleh Bamus dan 

Inspektorat. 

2. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menghadapi empat kendala yaitu 

keterlambatan pencairan dana, keterbatasan kapasitas SDM aparatur, 

gangguan jaringan internet, dan keterlambatan dokumen pihak ketiga. 

Selain itu terdapat empat tantangan struktural berupa penyesuaian 

sistem digital, kesenjangan transparansi teknis, ketidaktuntasan 

sejumlah program pembangunan, serta ketergantungan fiskal yang 

tinggi terhadap pemerintah pusat. 

3. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan desentralisasi 

fiskal di nagari ini menunjukkan gambaran yang belum sepenuhnya 

optimal. Prinsip keadilan sudah tercermin dari keberpihakan program 

pada kebutuhan petani, prinsip musyawarah sudah berjalan melalui 

musrenbang yang konsisten, prinsip amanah sudah diupayakan 

melalui sistem non-tunai dan siskeudes, dan prinsip kemaslahatan 

sudah terwujud sebagian melalui pembangunan infrastruktur 

pertanian. Keempat prinsip tersebut belum terpenuhi secara utuh 
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karena keterbatasan anggaran, kapasitas sdm, dan transparansi teknis 

masih menjadi faktor pembatas utama. 

5.2  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-

pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

desentralisasi fiskal di Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur: 

1. Kepada lembaga Pemerintahan Nagari Bahagia Padang Gelugur, 

penulis menyarankan agar mengambil langkah nyata dalam 

meningkatkan transparansi teknis pelaksanaan program 

pembangunan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui 

publikasi rincian harga satuan material, biaya tenaga kerja, dan 

volume pekerjaan secara terbuka, tidak hanya melalui papan 

pengumuman tetapi juga melalui forum musyawarah secara berkala. 

Selain itu, pemerintah nagari perlu mulai merintis tentang 

pengembangan potensi ekonomi lokal melalui pembentukan dan 

penguatan Badan Usaha Milik Nagari (bumnag) sebagai langkah 

strategis jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian fiskal nagari 

sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah 

pusat dapat secara bertahap dikurangi. Pemerintah nagari juga perlu 

memprioritaskan penyelesaian program-program pembangunan yang 

belum tuntas, terutama kantor balai pertemuan nagari dan perbaikan 

jaringan irigasi, sebagai wujud tanggung jawab terhadap aspirasi 

masyarakat yang telah disampaikan melalui forum musyawarah. 

2. Kepada aparatur Pemerintah Nagari Bahagia Padang Gelugur, penulis 

menyarankan agar senantiasa meningkatkan kapasitas diri dalam 

penguasaan teknologi administrasi keuangan, khususnya aplikasi 

Siskeudes yang kini telah beroperasi secara online penuh. 

Peningkatan kapasitas ini tidak hanya menyangkut tentang 

kemampuan teknis pengoperasian sistem, tetapi juga pemahaman 
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terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tata kelola keuangan nagari sehingga setiap proses administrasi dapat 

dilaksanakan secara tepat, akurat, dan tepat waktu. Semangat amanah 

dalam Islam yang mengharuskan setiap pemegang amanah untuk 

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan 

profesionalisme hendaknya menjadi landasan moral yang selalu 

dipegang oleh seluruh aparatur nagari dalam mengemban tugas 

pengelolaan keuangan publik. 

3. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar kajian terkait 

dengan desentralisasi fiskal nagari dari perspektif Siyasah Dusturiyah 

dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi 

jumlah objek penelitian maupun dari sisi kedalaman analisis. 

Penelitian komparatif antara beberapa nagari dengan karakteristik 

fiskal yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang lebih 

komprehensif mengenai efektivitas implementasi desentralisasi fiskal 

di tingkat pemerintahan nagari. Selain itu, kajian yang lebih mendalam 

mengenai upaya penguatan kemandirian fiskal nagari melalui 

optimalisasi BUMNag dari sudut pandang hukum ekonomi Islam juga 

sangat relevan untuk diteliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini. 
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